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Penulis membahas tentang Hak Penerimaan Pensiun terhadap janda lebih dari satu 
orang dari perkawinan yang sah tetapi tidak terdaftar dalam daftar penerima Pensiun dalam 
area PT.TASPEN (Persero) Cabang malang menurut Undang – undang nomor 11 Tahun 
1969. 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara diberikan tanda jasa atas 
pengabdianya selama bertahun – tahun yaitu pensiun, dalam pensiun terdapat istilah yang 
disebut manfaat pensiun yaitu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada 
saat dan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dalam pensiun terdapat 
beberapa kelompok pensiun, salah satunya pensiun PNS karena meninggal dunia (pensiun 
janda/ duda). Pensiun janda / duda dapat diberikan kepada janda – janda PNS tersebut 
dengan ketentuan menurut undang – undang. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis 
Sosiologis yang dilakukan di PT.TASPEN (Persero) Cabang Malang. Pengambilan data 
primer dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden dan berkas dosir klim 
pensiun. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah selanjutnya dianalisis secara 
kualitatif.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Hak Penerimaan Pensiun terhadap 
janda lebih dari satu orang dari perkawinan yang sah tetapi tidak terdaftar dalam daftar 
penerima Pensiun dapat dilakukan ketika setelah menikah tidak lebih dari dua tahun sudah 
didaftarkan tetapi jika tidak ada dalam daftar penerima pensiun maka dapat mengajukan 
protes melalui PT.TASPEN (Persero) dengan syarat – syarat yang telah ditentukan, karena 
fungsi utama dari PT.TASPEN (Persero) adalah sebagai kantor bayar sehingga keputusan 
Hak Penerimaan pensiun tergantung kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai 













The author discusses the widow Retirement Provision of more than one person from a legal 
marriage but didn’t registered in the list of retirement recipients in the area PT.TASPEN ( 
Persero ) Branch Malang according to the Act Number 11 Year 1969. 
Civil Servants ( PNS ) as civil servants pengabdianya given top honors for many - years 
that pension , the pension there is a term called periodic payment of retirement benefit that is 
paid to the participant at the time and manner set forth in the regulation of pension funds . In 
retirement pension there are several groups , one of which public pensions are deceased ( retired 
widow / widower ) . Retirement widow / widower may be given to the widow - the widow of 
civil servants according to the provisions of law - law . This study uses Juridical Sociological 
conducted in PT.TASPEN ( Persero ) Malang . Primary data collection was done by using 
interviews with respondents and file dossiers pension claim . After the data collected has been 
processed completely and then analyzed qualitatively . The results of this study indicate that the 
widow Retirement Provision of more than one person from a legal marriage but has not been 
registered in the list of recipients Retirement can be done when after marriage is not more than 
two years already registered but if it is not in the list of recipients can be lodged protest pension 
through PT.TASPEN ( Persero ) with the condition, a condition that has been determined , 
because the main function of PT.TASPEN ( Persero ) is a pay office so that the decision to grant 













1. Pegawai Negeri 
Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara 
lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji 
menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. 
2. Pensiun 
Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah 
bertahun – tahun mengabdikan dirinya kepada negara.  
3. Janda 
ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai  yang 
meninggal dunia. 
4. PT.TASPEN (Persero) 
Atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk – bentuk 
badan hukum dari Perusahaan Negara, maka pada tahun 1970 dilakukan perubahan 
bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum atau PERUM TASPEN. Perubahan ini 
dilakukan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 
749IMK/IV/IVI970. Sejalan dengan perkembangan perekonomian negara dan beban 
tugas yang diemban perusahaan, maka pada tanggal 4 Januari 1982 dilakukan perubahan 





perubahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 tentang 
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1981 
tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 








Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun adalah Jaminan hari tua dan 
balas jasa terhadap Pegawai negeri sipil (PNS) beserta keluarga yang telah bertahun – tahun 
mengabdikan dirinya pada negara. Pegawai negeri yang berhak atas pensiun menurut Pasal 9 UU 
No.11/ 1969 : 
“ Hak atas pensiun pegawai. 
(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima 
pensiun-pegawai, jika ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri. 
a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-
kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun. 
b. Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan 
tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam 
jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani yang disebabkan oleh dan 
karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau 
c. mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat 
yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian 
kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga 
karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia 
menjalankan kewajiban jabatannya. 
(2) Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan 
jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasan-
alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak 
menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri 
dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 





(3) Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali 
sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia diberhentikan dengan 
hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia 
telah mencapai usia sekurangkurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa-kerja untuk 
pensiun sekurangkurangnya 10 (sepuluh)tahun. 
(4) Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia 
diberhentikan sebagai pegawainegeri telah memiliki masa kerja untuk pensiunsekurang-
kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian 
pensiun kepadanyaditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.” 
Beberapa hal yang belum diketahui baik oleh pegawai negeri itu sendiri atau masyarakat 
umum tentang pembiayaan pensiun itu, terlebih lagi jika dalam prakteknya pegawai negeri yang 
memilki istri lebih dari satu maka saat pegawai negeri tersebut masih hidup tidak terjadi 
masalah, masalah timbul ketika pegawai negeri tersebut sudah pensiun dan meninggal kemudian 
dari ahli warisnya yang mengklaim ternyata ada lebih dari satu istri serta istri – istri tersebut 
dapat menunjukkan bukti yang sah atas perkawinan mereka yaitu dengan adanya akta 
perkawinan, dalam UU no. 11 Tahun 1969 tentang  Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda 
Pegawai dalam Pasal 17 Besarnya pensiun-janda/duda, yaitu : 
Besarnya pensiun-janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar-
pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima 
pensiun-janda, maka besarnya bagian pensiun-janda untuk masing – masing istri, adalah 36% 
(tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara istri-istri itu. 
Jumlah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun ini tidak boleh kurang dari 
75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah 
tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya. 
Apabila Pegawai Negeri tewas, maka besarya pensiun-janda/duda adalah 72% (tujuh puluh 
dua perseratus) dari dasar-pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang 
isteri yang berhak menerima pensiun-janda maka besarnya bagian pensiun-janda untuk masing-





Jumlah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun ini tidak boleh kurang dari 
gaji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri 
yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya.15 
Sedangkan dalam penetapanya besar pensiun secara nominal ditetapkan pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan 
Janda/Dudanya. 
Menurut data bulan September tahun 2012 PNS Kota Malang yang sudah memasuki masa 
pensiun mencapai 2.371 Orang, itu untuk pengajuan baru belum termasuk pensiun yang sudah 
tertangggung dan berjalan.16 Terlepas dari jumlah tersebut pensiun yang merupakan hak dari 
PNS yang sudah mengabdi bertahun – tahun sebagai tanda jasa dari negara sebagai 
penyelenggara pemerintahan agar menciptakan pengabdi negara yang teratur serta penambah 
kesejahteraan pegawai negeri dan perlindungan terhadap janda – janda pensiun pegawai negeri 
sebagai bentuk pemberian hak asasi manusia ,Sementara itu kecenderungan perubahan dewasa 
ini dan masa yang akan datang yang diwarnai era globalisasi dan persaingan bebas, menuntut 
keterbukaan dalam arti siap menerima gagasan baru dan siap pula untuk menindaklanjuti dengan 
transformasi sosial secara demokratis. 
Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam Skripsi ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Hak Penerimaan Pensiun terhadap janda lebih dari satu orang dari 
perkawinan yang sah tetapi tidak terdaftar dalam daftar penerima Pensiun. 
2. Apa saja penghambat dan solusi dalam Hak Penerimaan Pensiun terhadap janda lebih 
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A. Metode Pendekatan 
Dalam rangka mengumpulkan data, maka diperlukan metode yang sesuai dan tepat 
dengan tujuan pembahasan, sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh atau 
mengumpulkan data. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 
Sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku tidak hanya dari segi peraturan 
tertulis saja, tapi juga mengkaitkan dengan kondisi-kondisi nyata yang berada di masyarakat. 
Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian 
langsung ke lokasi penelitian. Metode Yuridis Sosiologis digunakan dengan tujuan untuk 
Menganalisa Hak Penerimaan Pensiun terhadap janda lebih dari satu orang dari perkawinan 
yang sah tetapi tidak terdaftar dalam daftar penerima Pensiun dalam area PT.TASPEN 
(Persero) Cabang malang menurut Undang – undang nomor 11 Tahun 1969. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan 
mengambil lokasi di PT.TASPEN (Persero) Cabang Malang. Selama kurun waktu 5 tahun 
mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 klim dari peserta pensiun yang menunjukan 
sesuai data taspen dan sesuai dengan materi yang peneliti butuhkan terdapat 5 orang. 
  
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari: 
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau kegiatan 





subyek sebagai suatu informasi. Data ini diperoleh langsung dari sumber atau lokasi 
penelitian.  
Dalam skripsi ini data primer yang dimaksud adalah berkas dosir klaim pensiun dan 
hasil wawancara. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, data dari 
peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi berkas-berkas penting yang 
berhubungan dengan penelitian dari PT.TASPEN (Persero) Cabang Malang dan 
penelusuran melalui internet. Antara lain: UU 11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan 
Pensiun Janda/Duda Pegawai, UU 8/1974 jo UU 43/1999 tentang Pokok – pokok 
Kepegawaian, UU 11/1992 tentang Dana Pensiun, PP 25/2013 tentang Penetapan 
Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan peraturan pearaturan lain tentang Janda pegawai 
negeri sipil, selain peraturan perundang-undangan penulis juga menggunakan media 
cetak dan elektronik, serta akses internet yang berhubungan dengan pensiun janda 
pegawai negeri sipil, ditambah pula dari koleksi-koleksi pribadi penulis yang dapat 
digunakan sebagai bahan dalam melakukan penelitian mengenai pensiun janda 
pegawai negeri sipil. 
 
2. Sumber Data 
a. Data primer diperoleh dari PT.TASPEN (Persero) Cabang Malang dan dari 
wawancara dengan kepala seksi penetapan klim, kepala seksi data peserta dan 





b. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang – undangan seperti Undang – 
Undang  No. 11 Tahun 1969, Peratutan Pemeritah No. 25 Tahun 2013, dan buku-
buku yang berkaitan dengan Pensiun serta penelusuran internet. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini 
diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan Bapak 
Suwandi yang menjabat Kepala Seksi Klim, Bapak Eko Sukamto yang menjabat Kepala 
seksi data peserta dan pemasaran serta Bapak Budi sebagai Petugas Pengurus Dosir . 
Wawancara atau interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 
secara sistematis dengan tatap muka dan lisan dengan responden. Wawancara yang 
dilakukan dengan cara terarah (indirect interview) dengan memperhatikan:17 
1) Rencana pelaksana wawancara. 
2) Mengatur daftar pertanyaan serta jawaban – jawaban. 
3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai. 
4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. 
Sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyusun daftar 
pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.  
b.  Data sekunder 
                                                            






Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu suatu 
cara untuk mendapatkan data yang terdapat di dalam buku di Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat 
Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Umum Kota Malang. Hal ini dilakukan 
dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, mempelajari dan 
mengutip dari beberapa sumber data yang ada, studi dokumentasi berkas-berkas dari 
PT.TASPEN (Persero) Cabang Malang. Selain itu juga dari penelusuran peraturan 




E. Populasi dan Sampel (Responden) 
1. Populasi 
Terdapat beberapa definisi populasi yaitu keseluruhan objek penelitian yang terdiri 
dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memliki karakteristik tertentu dan 
dapat dijadikan sebagai sumber data penelitan.18 Populasi yang dijadikan bahan 
penelitian adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh 
individu yang terkait penelitian. Oleh karena itu, populasi biasanya sangat besar dan luas 
maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi namun cukup diambil sebagian saja 
untuk diteliti sebagai sampel dengan metode induksi.  
                                                            






Dalam penelitian ini populasinya adalah kepala seksi klim, Kepala sekdi data 
peserta dan pemasaran serta beberapa dokumen dosir klim pensiun di PT.TASPEN 
(Persero) Cabang Malang. 
2. Sampel 
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel diperoleh 
dengan cara purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dimana peneliti sudah 
menentukan dan mengetahui kriteria sampel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, 
sampel responden yang digunakan antara lain: 
a. Kepala seksi klim : Bpk. Suwandi 
b. Kepala seksi data peserta dan pemasaran : Bpk. Eko Sukamto 
c. Bagian Pengurusan Dosir : Bpk. Budi 
 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu berusaha 
menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya 
mengenai obyek yang diteliti, data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian, 
dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk 
memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu 
kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.19 
 
                                                            







Hak Penerimaan pensiun menurut undang – undang nomor 11 tahun 1969 
mendefinisikan  Penerima hak atas pensiun terdiri dari : 
1. Pegawai negeri tersebut, yaitu pegawai negeri menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) 
Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 tahun 1999 
2. Janda yaitu isteri yang sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun 
pegawai negeri yang meninggal dunia. 
3. Duda yaitu isteri yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima 
pensiun pegawai negeri wanita yang meningggal dunia 
4. Anak yaitu anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut 
Undang Undang Negara dari Pegawai Negeri, penerima pensiun atau penerima 
pensiun janda/duda; atau 
5. Orang tua, yaitu ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai negeri.20 
 
Salah satu jenis pensiun menurur sebabnya adalah Pensiun PNS karena meninggal dunia 
(Pensiun Janda/Duda) 
Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia maka isteri (isteri-
isteri) dari PNS pria ataupun suami dari PNS wanita berhak menerima pensiun 
janda/duda. Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam 
persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari 
seorang istri yang berhak menerima pensiun, maka besarnya bagian pensiun janda 
untuk masing-masing istri adalah 36% dibagi rata antara istri-istri itu. Jumlah 36% 
                                                            





dari dasar pensiun dimaksud tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah 
menurut peraturan pemerintah tentang gaji dan pangkat PNS yang berlaku saat itu. 
 
Adapun Isteri/Suami dan anak yang berhak untuk mendapatkan pensiun 
janda/duda adalah : 
 
a) Isteri/Suami dan anak yang telah terdaftar 
Apabila pada saat PNS meninggal dunia tidak mendaftarkan isteri/suami maka 
pensiun janda/dudanya dapat diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia 
meninggal dunia. Apabila pegawai negeri pria mempunyai isteri lebih dari 
seorang, maka pensiun janda diberikan kepada isteri yang waktu itu paling lama 
dan tidak terputus dinikahinya. 
 
b) Anak yang didaftarkan adalah anak yang berhak 
Pendaftaran isteri/anak dilakukan dalam waktu 1 tahun 
Anak yang berhak untuk menerima pensiun adalah anak yang belum 
berumur 25 tahun, belum mempunyai penghsilan sendiri dan belum pernah 
menikah. Apabila terdapat anak yang usianya lebih dari 21 tahun tetapi belum 25 
tahun maka dimintakan surat keterangan belajar dari sekolah yang bersangkutan. 
Perlu diketahui dari pensiun janda/duda adalah jika janda/duda tidak 
memiliki anak apabila dikemudian hari ternyata menikah lagi maka hak 
pensiunnya dibatalkan. Namun, jika yang bersangkutan memiliki anak maka hak 





diatas. Khusus bagi penerima pensiun janda memiliki keistimewaan dimana hak 
pensiun jandanya dapat ditetapkan kembali jika perkawinan barunya tersebut 
terputus. 
Perbedaan dari pensiun karena meninggal dunia adalah pada jumlah 
penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun. Pada pensiun tewas, besarnya 
jumlah pensiun yang diterima oleh janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua 
persen). Jumlah 72% tersebut  pun tidak boleh lebih kurang dari gaji pokok 
terendah menurut peraturan pemerintah tentang gaji pegawai negeri yang berlaku 
bagi mendiang suami/isterinya yang meninggal dunia. 
Beberapa keadaan Pegawai negeri bisa mendapatkan pensiun adalah Pegawai negeri 
yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun 
pegawai negeri, jika ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri. 
 
a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa 
kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun. 
 
b. Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan 
tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam 
jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani yang disebabkan oleh dan 
karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau 
 
c. mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat 





kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga 
karena keadaan jasmani atau rokhani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia 
menjalankan kewajiban jabatannya.21 
Fokus peneliti adalah Hak penerimaan pensiun PNS karena meninggal dunia yang 
diberikan kepada janda lebih dari satu orang, menurut definisi diatas pensiun dapat diberikan 
kepada janda – janda dengan bagian prosentase 36% dari dasar pensiun dibagi rata dan tidak 
kurang dari 75% besaran gaji terendah menurut peraturan pemerintah yang berlaku serta 
diberikan kepada istri yang paling lama dinikahi dan tidak terputus. 
Pada prakteknya pensiun dapat dibagikan kesemua istri yang sah dan pembagianya 
adalah 36% (dibagi rata) dari minimal 75% gaji terendah menurut peraturan pemerintah yang 
berlaku (terlampir daftar besarnya gaji dan pensiun menurut PP No.25 tahun 2013) ini 
terdapat seperti ini dengan pendaftaran salah seorang janda lain dari pegawai negeri tersebut 
yang mendaftarkan setelah pegawai negeri tersebut meninggal sehingga bukti utama dari 
pengakuan perkawinan yang sah adalah akta nikah/ surat nikah, menurut wawancara dengan 
Bpk.Suwandi sebagai Kepala seksi Klim di PT.PENSIUN (Persero) Cabang Malang22.  
Dalam prosesnya tidak semua bisa disetujui karena harus melalui pertimbangan – 
pertimbangan khusus yaitu mengenai faktor kelayakan untuk memberikan pensiun tersebut 
kepada janda lebih dari satu orang disebabkan besaran dari pensiun tersebut jika dibagikan 
menjadi lebih dari satu akan menjadi sangat kecil dan tidak bisa menghidupi dengan layak 
maka ada juga beberapa yang tidak disetujui.23 
                                                            
21 Rakhmanto, Ajib, 2008, Evaluasi Kebijakan Undang – Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai 
dan Janda/Duda Pegawai, Jakarta, BKN 
22 Wawancara Pegawai PT.TASPEN(Persero) Cabang Malang 





Dalam prakteknya Hak Penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang dari 
perkawinan yang sah tetapi tidak terdaftar dalam daftar penerima pensiun tidak semuanya 
lancar karena adanya beberapa hambatan yang secara umum bukan merupakan implementasi 
dari undang – undang yang berlaku tetapi disebabkan oleh persyaratan dan prosedur 
adminstrasi dari pengajuan pensiun janda pegawai negeri dan salah satu dari janda yang 
bersangkutan tidak menerima keputusan pembagian pensiun tersebut sehingga Hak 
penerimaan pensiun tersebut terhambat dan belum tersampaikan. 
Selain itu dalam kondisi sebenarnya janda – janda PNS yang sudah dinikahi resmi dan 
memiliki Surat nikah sah dari KUA akan dipertimbangkan lagi jika mengklim pensiun agar 
tetap adanya keadilan distributive karena keadilan itu bukan merupakan persamaan tetapi 
sesuai dengan kapasitas dari personalnya, Dalam prosedur maupun prakteknya masih ada 
ketentuan khusus yang menyebutkan bahwa pembagian pensiun berdasar daftar pensiun dan 
pendaftaran pensiun atas istri – istri dari pegawi negeri tersebut maksmal adalah 2 tahun 
setelah pernikahan tersebut dilaksanakan secara sah dimata hukum. 
Sehingga solusi nyata yang bisa diberikan dalam menangani hambatan yang ada yaitu 
mengajukan tidak terima dengan Surat Keputusan pensiun yang diajukan ke PT.TASPEN 
(Persero) dan meneliti ulang kelengkapan berkas dari pengajuan peserta pensiun tersebut 
agar memperlancar proses selanjutnya, menurut wawancara dengan Bapak Eko Sukamto 
yang menjabat Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran.24 
Sedangkan dalam proses pengajuan tidak terima dengan Surat keputusan pensiun tidak 
semua proses dilaksanakan dalam PT.TASPEN (Persero) karena fungsi utama PT.TASPEN 
(Persero) adalah sebagai Kantor Bayar serta Gerbang pertama dalam hak penerimaan 
                                                            





pensiun, proses utama pensiun tetap berada di BKN (Badan Kepegawaian Nasional) 
disebabkan kewenangan BKN sebagai badan yang menaungi semua permasalahan 
berhubungan dengan Pegawai Negeri, mulai dari pengangkatan, pemberhentian, hingga 
keputusan pensiun. 
Tetapi bukan berarti PT.TASPEN (Persero) terbatasi dalam menangani hak 
penerimaan pensiun karena pensiun diberikan harus berdasar surat keputusan pensiun yang 
dikeluarkan oleh BKN sebagai lembaga pemerintahan administrasi kepegawaian secara 
nasional, sehingga hak penerimaan pensiun tetap berjalan secara teratur, adil dan bermanfaat 
bagi yang diberikannya sebagai dasar manfaat pensiun yaitu tanda jasa / balas budi atas 



















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftar 
dalam daftar penerima pensiun dimungkinkan yaitu dapat dibagikan kesemua istri 
yang sah dan pembagianya adalah 36% (dibagi rata) dari minimal 75% gaji 
terendah menurut peraturan pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki bukti 
utama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/ surat nikah, tetapi 
tidak semua pegajuan untuk penerimaan pensiun disetujui karena harus melalui 
pertimbangan – pertimbangan khusus yaitu mengenai faktor kelayakan untuk 
memberikan pensiun tersebut kepada janda lebih dari satu orang disebabkan 
besaran dari pensiun tersebut, jika dibagikan menjadi lebih dari satu akan menjadi 
sangat kecil dan tidak bisa menghidupi dengan layak maka ada juga beberapa 
yang tidak disetujui. 
2. Beberapa hambatan yang secara umum bukan merupakan implementasi dari 
undang – undang yang berlaku tetapi disebabkan oleh persyaratan dan prosedur 
adminstrasi dari pengajuan pensiun janda pegawai negeri dan salah satu dari janda 
yang bersangkutan tidak menerima keputusan pembagian pensiun tersebut 











3.  dengan Surat Keputusan pensiun yang diajukan ke PT.TASPEN (Persero) dan 
meneliti ulang kelengkapan berkas dari pengajuan peserta pensiun tersebut agar 
memperlancar proses selanjutnya. 
 
Saran 
Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa saran 
yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Pensiun sebagai hak dari pegawai negeri dan keluarganya selayaknya tidak 
menimbulkan ketidak sepahaman ketika pensiunan pegawai negeri tersebut 
telah meninggal karena pensiun pada dasarnya adalah untuk balas jasa sehingga 
selayaknya berlaku bijak terhadap hak penerimaan pensiun tersebut. 
2. PT.TASPEN (Persero) yang memiliki fungsi utama sebagai kantor bayar dan 
gerbang pertama dalam pengurusan pensiun harus selalu memilki inovasi dan 
bekerja dengan profesional sehingga tercipta hubungan antara peserta pensiun 
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